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WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN W ALIKOTA BLITAR 

NOMOR 30 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 155 Ayat (2) dan Ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka 

menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian 

dart fluktuasi harga, maka perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
,' 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah :Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum; 

· b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
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Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang .. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang~Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 201 0 ten tang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

f\ Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 

Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 

Nomor 7); 

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6) 

lt 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

Pasall 

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum 

disesuaikan dan diubah dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor disesuaikan dari bentuk 

buku ke dalam bentuk kartu yang telah berlaku secara nasional dengan 

nama kartu pintar (smart card); 

2. Struktur dan besarnya tarif retribusi penguJ1an kendaraan bermotor 

disesuaikan dan diubah sebagai berikut: 

NO JENIS LAYANAN TARIF 
(Rp) 

1 Biaya Pelayanan Uji Berkala Kendaraan 

Bermotor: 

a. JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima 100.000,00 

ratus) kilogram. 

b. JBB kurang atau sama dengan 3.500 85.000,00 

(tiga ribu lima ratus) kilogram. 

C. Terlambat uji (2% per bulan dari JBB 

kendaraan): 

JBB > 3.500 kg 2.000,00 

JBB < 3.500 kg 1.700,00 

2 Rekomendasi terhadap kendaraan wajib uji 

yang melakukan : 

a. Mutasi Keluar Daerah 100.000,00 

b. Numpang Uji Keluar Daerah 100.000,00 

C. Perubahan Bentuk/ Modifikasi 25.000,00 

d. Perubahan Fungsi Kendaraan 25.000,00 
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e. Uji Pertama 25.000,00 

f. Balik Nama 25.000,00 

3 Biaya Kartu Uji Dan Tanda Uji Rusak dan 

Hilang: 

a. Kartu Uji Dan Tanda Uji Rusak 25.000,00 

b. Sanksi Kartu Uji Dan Tanda Uji Hilang 250.000,00 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

r-,--..., Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di : Blitar 

Pada Tanggal : 16 Mei 2019 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

Di undangkan di Blitar 

Pada Tanggal 16 Mei 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

Ttd. 

Rudy Wijonarko 

Ttd. 

SANTOSO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN NOMOR 30 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, 
Sekretariat Daerah Kota Blitar 

Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

~ 
AHMAD TOBRONI, SH 

Pembina Tk I 
NIP. 19670909199803 1 008 
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